
Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI KUTAlTIMUR

PROVINSI KALIMANTANTIMUR

PERATURANBUPATI KUTAlTIMUR

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIANGRATIFIKASI

DI LINGKUNGANPEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA

BUPATI KUTAlTIMUR,

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang

baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, Pejabatj

Pegawai dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian

dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan

atau pekerjaannya;

b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 ten tang

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kutai Timur sudah tidak sesuai dengan

kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-

undangan sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi

di Lingkungan Pemerintah Daerah;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

sebagaimana ...
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota

Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3952);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6409);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun ...
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Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5153); Peraturan Pemerintah

Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ten tang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Pengelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi

Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN

GRATIFIKASIDI LINGKUNGANPEMERINTAHDAERAH.

BAB ...
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BABI

KETENTUAN UMUM

Pasa11

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

3. Pemerintah Daerah adalah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.

5. PejabatjPegawai Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya disebut

PejabatjPegawai adalah Bupati Kutai Timur, Wakil Bupati Kutai Timur,

Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur Sipil Negara.

6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah

lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan

pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

7. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu

Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

8. Inspektorat adalah PD yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan

pemerintahan Daerah pemerintahan Daerah.

9. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Kutai Timur.

10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur

pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.

11. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat

(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas

penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya,

baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan

dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

12. Pengendalian ...
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12. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk

mengendalikan penerimaan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel

melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif bad an

pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan

pengendalian Gratifikasi.

13. Unit Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya

disingkat UPG adalah unit kerja yang bertanggung jawab untuk menjalankan

fungsi pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai

Timur.

14. Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan

hukum atau lembaga yang memberikan Gratifikasi kepada penerima

Gratifikasi.

15. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Penerima

Gratifikasi yang menyampaikan laporan Gratifikasi.

16. Pegawai Negeri adalah meliputi:

a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang

Kepegawaian danj atau Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;

b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana;

c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau Daerah;

dan

d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang

menerima bantuan dari keuangan negara atau Daerah; atau e. orang

yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan

modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

17. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi

eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas

pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Konflik Kepentingan adalah kondisi dari PejabatjPegawai yang patut diduga

memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas

atau kewenangannya secara tidak patut.

19. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi PejabatjPegawai dalam

pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.

20. Berlaku ...
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20. Berlaku Umum adalah suatu kondisi pemberian yang diberlakukan sarna

dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai sesuai dengan standar biaya

yang berlaku dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatutan.

21. Rekan Kerja adalah sesarna pegawai di lingkungan internal instansi eli mana

terdapat interaksi langsung terkait Kedinasan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada

Pejabat/Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi

di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pejabat/Pegawai tentang

Gratifikasi;

b. meningkatkan kepatuhan Pejabat/Pegawai terhadap ketentuan Gratifikasi;

c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan

akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah;

d. membangun integritas Pejabat /Pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi,

kolusi dan nepotisme; dan

e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan

layanan eli Pemerintah Daerah.

Pasal 4

(1) Setiap Pejabat/Pegawai wajib menolak Gratifikasi yang diketahui sejak awal

berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau

tugasnya, meliputi Gratifikasi yang diterima:

a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat diluar penerimaan

yang sah;

b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran diluar

penerimaan yang sah;

c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan

evaluasi diluar penerimaan yang sah;

d. terkait ...
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d. terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas diluar penerimaan yang

sah Zresmi dari Pemerintah Daerah;

e. dalam proses penerimaan Zpromosr/rnutasi pegawai;

f. dalam proses komunikasi, negosiasi dan pelaksanaan kegiatan dengan

pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;

g. sebagai akibat dari perjanjian keIjasama/kontrak/kesepakatan dengan

pihak lain;

h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selarna atau setelah proses

pengadaan barang dan jasa;

1. merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawaiypengawaa/tamu selama

kunjungan dinas;

J. merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh

Pejabat./Pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas

dan kewajibannya dengan Pemberi yang tidak relevan dengan penugasan

yang diterima;

k. dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku

kewenangan;dan

l. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan

bertentangan dengan kewajiban Ztugas Pejabat/Pegawai.

(2) Setiap Pejabat/Pegawai dilarang memberikan Gratifikasi kepada Pegawai

Negeri atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan

dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

BAB II

PENGENDALIANGRATIFlKASI

Bagian Kesatu

Pelaporan Gratifikasi

PasalS

(1) Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib melaporkan penerimaan

dany atau penolakan Gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan

jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

(2) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan

terhadap jenis Gratifikasi sebagai berikut:

a. pemberian ...
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a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/rienek, bapak/fbu Zmertua,

suami/Istri, anak/rnenantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan ,

pamarr/bibi, kakakj'adikyipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidak

terdapat Konflik Kepentingan;

b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau

kepemilikan saham pribadi yang Berlaku Umum;

c. manfaat dari koperasi, organ isasi kepegawaian atau organisasi yang

sejenis berdasarkan keanggotaan, yang Berlaku Umum;

d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam

kegiatan Kedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan,

atau kegiatan sejenis, yang Berlaku Umum;

e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang

dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan

logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki Konflik Kepentingan

dan Berlaku Umum;

f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau

kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan

kedinasan;

g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan

peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

h. hadiah langsung/tmdian, diskon Zrabat, voucher, point rewards, atau

suvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;

1. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan Kedinasan yang tidak

terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat Konflik

Kepentingan dan tidak melanggar peraturanj'kode etik pegawar/pejabat

yang bersangkutan;

J. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium,

transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam

standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang

tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan

kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi

penerima;

k. karangan ...
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k. karangan bunga sebagai ueapan yang diberikan dalam aeara seperti

pertunangan, pernikahan, kelah iran , kematian, akikah, baptis, khitanan,

potong gigi, atau upaeara adatj agama lainnya, pisah sambut, pensiun,

promosi jabatan;

1. pemberian terkait dengan pertunangan, pemikahan, kelahiran, akikah,

baptis, khitanan, potong gigi, atau upaeara adatj agama lainnya dengan

batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap Pemberi;

m. pemberian terkait dengan musibah atau beneana yang dialami oleh diri

penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, danjatau

menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat Konflik

Kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;

n. pemberian sesama Rekan Kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun,

mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau

alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak

melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari

pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat KonflikKepentingan;

o. pemberian sesama rekan kerja sepanjang tidak terdapat konflik

kepentingan yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan

tidak terkait Kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus

ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak

melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari

Pemberi yang sarna;

p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan

q. pemberian eendera matajplakat kepada instansi dalam rangka hubungan

Kedinasan dan kenegaraan, baik di dalarn negeri maupun luar negeri

sepanjang tidak diberikan untuk individu Pegawai Negeri atau

Penyelenggara Negara.

(3) Dalam hal PejabatjPegawai menerima Gratifikasi yang tidak dapat ditolak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa makanan danjatau minuman

yang mudah busuk atau rusak, penerima Gratifikasi wajib menyampaikannya

kepada UPG untuk selanjutnya disalurkan sebagai bantuan sosial.

Pasal ...
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Pasal6

(1) Dalam hal penerimaan Gratifikasi bukan dalam bentuk uang, penerimaan

tersebut dihitung berdasarkan harga pasar pada saat pemberian.

(2) Dalam hal penerimaan dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut

dihitung berdasarkan Kurs Tengah Valuta Bank Indonesia pada tanggal

penerimaan.

Pasal 7

(1) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

cara:

a. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak

Gratifikasi diterima/ ditolak; atau

b. disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama

10 (sepuluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterirna Zditolak.

(2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib meneruskan laporan

Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

sejak tanggallaporan Gratifikasi diterima.

(3) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap lengkap

jika paling sedikit memuat:

a. identitas Pelapor berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat

lengkap, dan nomor telepon;

b. informasi Pemberi;

c. jabatan Pelapor;

d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;

e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ ditolak;

f. nilai Gratifikasi yang diterirna/ ditolak;

g. kronologis peristiwa penerimaan Zpenolakan Gratifikasi; dan

h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk

tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai dengan mekanisme yang

berlaku.

(5) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan

sesuai pedoman pelaporan Gratifikasi KPK.

(6) Format ...
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(6) Format laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Bagian Kedua

Penetapan Status Gratifikasi

Pasal8

(1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi yang ditetapkan oleh KPKberupa:

a. Gratifikasi milik penerima; atau

b. Gratifikasi milik negara.

(2) Dalam hal Gratifikasi telah ditetapkan berstatus milik negara, UPG

menindaklanjuti dengan hal sebagai berikut:

a. dalam hal pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang

danjatau barang, maka UPG berkoordinasi kepada KPK agar uang

danj atau barang tersebut disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

b. dalam hal pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang

danjatau barang, maka pelapor wajib menyampaikan Gratifikasi secara

langsung kepada KPKatau melalui UPG; dan

c. penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, sepenuhnya

merupakan kewajiban pelapor dan wajib disampaikan paling lambat 7

(tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan

Gratifikasi oleh pelapor.

(3) Dalam hal Gratifikasi telah ditetapkan berstatus milik Negara sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), UPG berkoordinasi dengan KPK.

(4) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik penerima, UPG

menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:

a. dalam hal Gratifikasi telah ditetapkan berstatus milik Negara

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPG berkoordinasi dengan KPK.

pelaporan telah disertai dengan penyerahan uang danjatau barang, maka

UPG berkoordinasi dengan pelapor untuk dapat mengambil kembali uang

danj atau barang di kantor UPG atau kantor KPKdengan membawa bukti

Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi; dan

b. dalam ...



- 12 -

b. dalam hal pelaporan tidak disertai dengan penyerahan uang danj atau

barang, maka UPG menyampaikan kepada pelapor perihal status

kepemilikan Gratifikasi bahwa uang danfatau barang tersebut dapat

dimanfaatkan oleh pelapor.

(5) Apabila uang danjatau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a

tidak diambil oleh pelapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun

sejak Gratifikasi ditetapkan milik penerima, objek Gratifikasi diserahkan

kepada negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada

pelapor secara patut.

Pasal9

UPG dapat menentukan pemanfaatan Gratifikasi yang telah ditetapkan KPK

dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai rekomendasi KPKyang meliputi:

a. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan

Pemerintah Daerah; danj atau

b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosiallainnya;

c. dikembalikan kepada Pemberi;

d. dikembalikan kepada penerima gratifikasi; atau

e. dimusnahkan.

BAB III

UPG

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

PasallO

(1) Dalam rangka melaksanakan program Pengendalian Gratifikasi dibentuk

UPG.

(2) Susunan organisasi UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Pembina

b. Pengarah

c. Ketua

d. Sekretaris

Bupati

Sekretaris Daerah

Inspektur

Sekretaris Inspektorat Daerah
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Inspektur Pembantu Wilayah, Auditor, Pengawas

Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah pada

Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Pejabat Eselon

IIIjIV di setiap PDjBagianjUPT.

(3) Untuk membantu pelaksanaan tugas UPO dibentuk sekretariat UPO yang

e. Anggota

dipimpin oleh sekretaris UPO.

(4) Susunan organisasi UPO dan sekretariat UPO sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 11

(1) Untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaporan Oratifikasi, Ketua UPO atas

nama Bupati meminta 1 (satu) orang pegawai pada PD yang akan bertugas

melakukan sosialisasi Gratifikasi danj atau melaporkan kegiatan yang

berindikasi Gratifikasi di PD masing-rnasing.

(2) Penetapan dan rincian tugas pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tugas, Wewenang dan Kewajiban UPO

Pasal12

UPO mempunyai tugas meliputi:

a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan

Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara, atau pejabat publik

lainnya;

b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Oratifikasi, dalam

hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara atau pejabat publik lainnya

melaporkan penolakan Gratifikasi;

c. meneruskan laporan penerimaan Oratifikasi kepada KPK;

d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi

secara periodik kepada KPK;

e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan

Oratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian Oratifikasi kepada pimpinan

instansi masing-masing;

f. melakukan ...
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f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak intemal dan

ekstemal instan si pemerintahan, bad an usaha milik negara, dan badan

usaha milik Daerah;

g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya

penetapan status barang tersebut; dan

h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka Pengendalian Gratifikasi.

Pasal 13

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan wewenang dan kewajiban UPG

ditetapkan dalam petunjuk teknis Inspektur selaku ketua UPG.

BABIV

HAKDANPERLINDUNGAN

Pasal 14

(1) Pelapor yang beritikad baik berhak untuk:

a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan

Gratifikasi;

b. memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi; dan

c. memperoleh perlindungan.

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf c meliputi:

a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat

administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor,

namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan

penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugasjmutasi atau

hambatan karir lainnya;

b. pemindahtugasanjmutasi bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau

ancaman fisik;

c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan

Pemerintah Daerah; dan

d. kerahasiaan identitas.

Pasal ...
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Pasal15

(1) Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan

terhadap Pejabat/Pegawai yang menyampaikan laporan Gratifikasi.

(2) Setiap Pejabat pada Pemerintah Daerah dilarang memberi perlakuan

diskriminatif atau tindakan yang merugikan PejabatjPegawai karena

melaporkan Gratifikasi.

(3) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan /atau psikis kepada Pejabat/Pegawai

karena melaporkan Gratifikasi, Pejabat./Pegawai dapat meminta perlindungan

kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau intansi lain yang

berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui

Ketua UPG dengan ditembuskan kepada KPK.

Pasal16

(1) Pejabat/Pegawai yang mematuhi ketentuan pengendalian Gratifikasi dapat

diperhitungkan menjadi faktor penambah dalam perilaku kerja.

(2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan

pertimbangan dalam kebijakan promosi pegawai atau insentif.

(3) Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur penilaian kinerja

dan disiplin kepegawaian yang berlaku.

BABV

PENGAWASAN

Pasa117

(1) Pejabat/ Pegawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran

terhadap Peraturan Bupati ini, segera melaporkan kepada UPG secara

langsung atau melalui e-mail kutaitimur.inspektorat@gmail.com sekretariat

UPG.

(2) Identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin

kerahasiaannya.

Pasal 18 ...
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Pasa118

(1) Kepala PD bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi

di PD/UPr.

(2) Inspektur bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan Pengendalian

Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

(3) Inspektur melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) kepada Bupati.

Pasal19

(1) Seluruh pegawai negeri sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah wajib

membuat surat pernyataan tentang penolakan, penerimaan dan/ atau

pemberian Gratifikasi secara periodik.

(2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling sedikit

2 (dua) kali dalam setahun pada akhir bulan juni dan akhir bulan Desember.

(3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada

Bupati melalui UPG.

(4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

(5) Kewajiban membuat surat pernyataan sebagairnana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan pertama kali oleh PD yang menjalankan fungsi pelayanan publik.

(6) Pengawasan terhadap kepatuhan melaksanakan kewajiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektur.

BAB VI

SANKSI

Pasal 20

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal4, Pasal 5 dan Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang- undangan.

BAB ...
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BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal21

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 50
Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah
Daerah (Berita Daerab Kabupaten Kutai Timur Tabun 2017 Nomor 50), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerab Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta

pada tanggal 24 November 2021

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di sangatta

Pada tanggal 24 November 2021
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

lRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAl TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 34

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Pit Kepala B .

Janu a Irawan SH
Penata/IIIC

NIP. 19850112201101 1003
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LAMPlRAN I

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFlKASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

LAPORAN GRATIFlKASI

t<OMI$I P£M.£RANTASAN KORUPSI
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Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur

Plt Kepala Ba' Hukum,

Penata/lIle
NIP. 19850112201101 1003

BUPATI KUTAI TIMUR,
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ARDIANSYAH SULAIMAN
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN

GRATIFlKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

DAERAH

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN, PENERIMAAN DAN/ ATAU
PEMBERIAN GRATIFIKASI

SKPD
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

SURAT PERNYATAAN
GRATIFlKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap
NIP
Pang kat
Jabatan
Unit Kerja

Menyatakan bahwa pada periode s.d , saya:

ITidak
M (' nc ri rna
Grat ifikasi IMom-rima

Grat ifikasi dan
Tclah Mclaporkan
kc U PC! / h:I >1, IMeuerim»

na 11111 n belli In

mr-laporkan kc
U [>(; / K 1'''

Rincian penerimaan yang belum Dilaporkan ke UPGjKPK

(hanya diisi apabila ada penerimaan namun belum melaporkan ke UPG/ KPK)

No Jenis Bentuk Waktu Perkiraan Nama& Hubunga Alasan Ket
Pemberian Pemberian Pemberian Nilai Alamat n dengan Pcmberia

Pemberia Pemberi Pemberi n
n

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Demikian Surat Pemyataan yang ke- ·) ini saya buat dengan sebenar-benarnya,
apabila dikemudian hari ada penerimaan Gratifikasi yang sengaja tidak saya laporkan
atau dilaporkan tidak benar maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara
hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

*' diisi denganjumlah surat pemyataan yang sudah dibuat

.......................................... , ..

Yang membuat Pemyataan

( )



KPK
Komlsl PembcrDntA_n Korupsl

LAPORAN GRATIFIKASI

PENGIRIM

Nama

Alamat

KepadaYth.

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA
JL KUMNGAN PERSADA KAVA. 5ETIABUOI
JAKARTA SELATAN 12950
KOTAK P05 S75

Ookumen inl adalah rahasia negara. Oil.r.ng membuka tanpa izin KPK.
F(mnutor berdd,.trkdn SK Plmpllldn !<PI< Nomoc 1156 Tahun :>017

GRATIFIKASI
AKAR KORUPSI

\ TOLAK
ATAU

LAPORKAN

Pl"'-'Y~ ..h ..f'\ L4IpotM\ G, ..tJIIIl", ... d.~t &'...~ulwn ~Llll".
• S1J .... \ .,)1",,, pt"f"Iyt' ...... '" L.vlqwnq ~)M1 ...t.In.ll"

Oi~'""tOl." Gt~tl('6w~
I..: n ~.o ~ 1(.w4 ~~.JaQtU ~t~n 1}9S)

.01 <J>OI.,, __ cj,,~~J 1".po.:llqolk~9oJd

• .,.u ~pot~f'\ O'''1~.A·.:c:~'''?O!d
• "P ~>I Gt.t .....h ~ Y~"9d..,..,t d. und"" di AI>dr"'" eLl" .os

2 .....Pu'bn Gt••~r.k.Iio d '.)pO<" oIl'h _""'im.. 9r"r,r.konI 1»""" I.ImbJI so 1'1:111""'j.ll<"rl>ltuno"·la"".InQ9~'
9ut,J ... oU fI-n.t'but dlt .....'m d.'n dlt..lpotk.an ~ "..,......mp.rltoll\dolu¥"'G" poM'\du~\lnqI ~~" ,,.ftt.;.).t
Pf."'ftC"fiIt\.,...,~!t'''~_
~ -4b ~JII"1'lk"n d.lt.J o..ar. ~,..to.tn.:I ... ICfU : Ltpor4l~ 9fbt'~k.;,~ '\~.t"be'!'\.tf d::rft frft9"'_"P

.. Lwo.>r",' Gt.t!.f''-»i y_ d io,t't ...... ' ~ ,UI,t"ll I)O'CI'''' P"f'1"lId ' ..on. ~"*I.~", ,,!.)OJ I)C'n..",uun ttnebk
pWUl'\,) 'knru~ rl."-,m po,.",... Pf"'TW",III.u..,n 1l\1fofn.~1.t~ d,I~M\ ~.)r.l ~ d ')n I .Jt.,)y 1~kAp dto)U
IHIA' :"'''' •• u~ 9'~ui."."11o('~,"","" d,m.l4<,s\lddol.", "'UlllB UU No. 20 '!:>IIun2001 m.a~~ L'po<M
Gr•• " ...." ... ,,-but ~p.>llod.>kdo:md~1'""""" m-bl ... ~""tAp.on SUI'" Gt.,.f''''l,

S "PI( cI.aQ.It n.............~;:wcJ .. pr. opc:w Gt•• tt"",. U'llult ,._y ....hlun """'9 vt...<J'" lIoMl)C'n .......... , INr.'19
or'"lt <b YM>9 CI·..._ •.on ........,... _ ~~ S<'be~' n'~ 0;3"11 !I'fcantum I»C),l !tu'.lt IW'PUruSMI
"""""" ... ~1lIC

6 ~ t)'~t,lt~w y...,ib ~nd~LJ..,."...t. ~t,)~ Kt!.t:t.Jp.ln K"I)C!"ht.",,~ ... G•• t.f;tw.\1 v.ot\Q dtt.~ ,n ~,..o.
ru111o.t"WO.,.t "t~\ tMf..wt"~ .. d4~ w .... tu ' ..... n ~: .. ,'!}... dlft:1.pI(4n
Pf""flQr 1A'.W'"Mf"'t'T\I'hJ k.. tf"'f\tu.)n t\P~ t'"'''4It ptLlOOt.n ')I.,tr'\lI .• ·.. "..ln9 d''\..-~"'Qft!''''n

8 Utlt".,,~ ..~.)oteck,dr. tIownlovd"Pl ....H'~t.h.uAndfOtCcw·,IOS.
~."" .• GRATh' ...,.tJf\n<~ .. c:..nSoWl ...... ).~"p«.9".t,>0<14,.,,,,..,. 9'.0\ ..... ,,~ t.=nlolQ9'.t.~ ...., r , "'tp;/l __ .... .QWd'9'.'.f\tw"

~
A. 10ENTlTAS PElAPOR .) wajib diis!

I Nama ll'nqk')11

2 NoKTP(NIK) :

I T"mpat&T9' '.)htr . :

~ Jabat",\IP.ln\jk.lI/Gl>io't<J<ln ••

~ U'')I.ln In\t.lns. : .J N.lma Inst.an~i • \.,
(Keme,)(' '.tn' Lembdgd.' b. UnIt E~n V'L~'lIlVlUn.t KtrJd •

.~8UMN!8UMOI Pem"rtnl.lh
Oaefahldll .

" 6 Alam"tE'm<lil N7 NomorT"t('pon : Sclulcr·) • I R"mah: IKantor:

8 Alam<l! RUm.ln . ;

KOOEPOS; i i I i I
K('lu,..,hdn/Ol"><) II((oc,)matan .1Kabup.clten/ Kotil 1Prov,ns,

~

9 AI;)"",! Kanto' .) :

KOOEPOS. ; I I I i I
KA>lur;)h<ln/lX>sa IKecama~an IKabupaten! KOlii I P,ovinSl

i'

10 ;'Iamat Penqillman Surat ) : :::J Rumah 10 KdntOl S.lahkDn pililh don ~ ronda '" I



URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI
Kot'ftisi P~ .... t:aaan K~'"

<, .'e~t~~lmI Pmbor '11 rlOpot d,~rt:>t1nyr7~ ~wSCJ ~buruhon

8, DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI I
!1'i'-''''0''' ~ la. Nomll~ ..I/ Tcrnpal d"n Tanggalj('nlS P('net'lmaan dan Urat.ln

Tol..s.r;,n' PCfl!ttfW';)PCneftmtl.>n· Pc!~r(maan ..

WI!> ,

C, DATA PEMBERI GRATlFIKASI

Nama

Pekel')aal'\d<ln Jabat;,n • 1
Alam<'lll T"'f'pon /I'ax I

fmc,'--_

~
Hubungcln d""9an
P",mben'"

-
D, ALASAN DAN KRONOLOGI

-------------------------------------------------------------------------------------------------

I-Dokum"n Y.m9_d_il_.lm...;.p'_'_k_,,_n_.._. .....:O=_Ti_id_.."_4d.'t O=_Ad_,;.;. y;.,.,'_'_IU_-_.,'_-_.-.::-'_-_- _-_--_--_- __ .- ' ._._._-- --_ •. ,"-_ .._,_-._"_. --I
Colloll"n 1"llIbdhJln Ib,l .. pt·,lul ... :

Pcl ..por g'oltlhkaSI ~rst.'C"il unlu'k mcnyerahkan uang \(>bagal komPt'nsas. dlit\ barang yan9 d.It>"n1dnYJ \cb.'-..tr nil..,. y.lnq tercanwm (Jill.)m
~ur;)l KI.'putu:.an Plmp.n,}n KPK

E, KOMPENSASI
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